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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2016  

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang: a.  bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 

Perhubungan; 
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Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3760); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF 

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

Pasal 1 

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari: 

a. jasa transportasi darat; 

b. jasa transportasi perkeretaapian; 

c. jasa transportasi laut; 

d. jasa transportasi udara; 

e. jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan 

sarana dan prasarana; dan 

f. denda administratif. 

(2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Lampiran Peraturan Pemerintah ini. 
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Pasal 2 

(1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, 

meliputi juga: 

a. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari jasa transportasi perkeretaapian berupa Biaya 

Penggunaan Prasarana Perkeretaapian; 

b. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari jasa transportasi laut berupa hasil konsesi 

dan/atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan 

di pelabuhan; 

c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari jasa transportasi laut berupa pendelegasian yang 

meliputi: 

1) pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, garis 

muat dan pencegahan pencemaran lingkungan 

maritim serta Endorsement;  

2) pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan 

surat ukur; 

3) pelaksanaan audit dan penerbitan Document of 

Compliance dan Safety Management Certificate 

serta Endorsement;  

4) pemeriksaan teknis dan penerbitan surat 

pengesahan gambar rancang bangun dan 

perhitungan stabilitas kapal; dan 

5) Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat 

Keamanan Kapal Internasional/International Ship 

Security Certificate (ISSC). 

d. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari jasa transportasi udara berupa penerimaan dari 

konsesi dan/atau bentuk lainnya atas kegiatan 

pengusahaan bandar udara yang dilaksanakan oleh 

Badan Usaha Bandar Udara; dan 

e.  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari jasa transportasi udara berupa pelayanan jasa 

navigasi penerbangan jelajah untuk ruang udara 
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Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara 

lain. 

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung 

dengan formula sebagai berikut: 
       n  

 TACKA=[GTKA x∑(KMKAi  x TACDaop/Divrei)]x Fp
      i-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                       =          Total Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Pertahun Daop/Divre 
         

                                n 

           ∑ Passing Tonnagej X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan  
                              J=1 

TACDaop/Divre = 

 TACDaop/Divre = IMDaop/Divre + IODaop/Divre + IDDaop/Divre 
 
                              Biaya perawatan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre 
         

                            n 

         ∑ Passing Tonnagej X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan  
               J=1 

IMDaop/Divre  = 

                            Biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre 
         

                         n 

        ∑ Passing Tonnagej X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan  
                      J=1 

IODaop/Divre  = 

                                             Biaya penyusutan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre 
         

              n 

       ∑ Passing Tonnagej X Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan  
                  J=1 

IDDaop/Divre  = 

 
(3) Besaran Faktor Prioritas (Fp) maksimal 0,75 (nol koma 

tujuh lima) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan 

mempertimbangkan keberlangsungan Badan Usaha. 

(4) Besaran biaya penyusutan (ID) ditetapkan oleh Menteri 

Perhubungan kecuali untuk badan usaha milik negara di 

bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol 

rupiah). 

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

dan huruf d sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak 

kerja sama. 

(6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 

nilai yang tercantum dalam perjanjian antarnegara. 
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Pasal 3 

(1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 

Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, 

Kementerian Perhubungan dapat menyelenggarakan: 

a. pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi yang 

berasal dari kerja sama; 

b. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, 

dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri 

Sipil serta pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 

calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis 

Kepegawaian, Arsiparis, Auditor Ahli, Auditor 

Terampil, dan Pranata Humas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. pendidikan dan pelatihan yang berasal dari lembaga 

pendidikan dan pelatihan Internasional. 

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 

nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. 

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu 

kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 

pada Lembaga Administrasi Negara. 

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu 

kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 

pada Instansi Pembina Diklat Fungsional yang 

bersangkutan.  

(5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu 

pada tarif yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan 

pelatihan internasional terkait. 
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